





A. Latar Belakang Masalah 
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan limbah. Arti 
pengelolaan tak hanya berkaitan dengan aspek teknis tetapi juga aspek non teknis, 
seperti bagaimana peran masyarakat di dalam kegiatan tersebut, kendala apa saja 
yang terjadi, dan apa faktor yang yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Jumlah 
penduduk Indonesia yang bisa di kategorikan besar dengan tingkat pertumbuhan yang 
tinggi menyebabkan bertambahnya volume sampah. Selain itu, pola konsumsi 
masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin 
beragam antara lain, sampah kemasan plastik yang berbahaya dan atau sulit diurai 
oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang 
sampah dengan sebelah mata, sampah hanya diartikan sebagai barang sisa yang tidak 
berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dan bisa dimanfaatkan. Masyarakat 
dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu 
sampah dikumpulkan, kemudian diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir 
sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat 
pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat 
meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan 
global. Agar timbunan sampah tersebut dapat terurai melalui proses alam diperlukan 
jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.  
Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah 
waktunya untuk ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah 
sehingga sampah bisa mempunyai nilai ekonomi. Paradigma baru memandang 
sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat 
dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku 
industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari 
hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai 
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ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang 
kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah 
dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan 
penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, 
penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah 
meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.  
Sampah kota diartikan sebagai sampah yang dibuang oleh masyarakat kota. 
Permasalahan sampah kota adalah volume sampah besar dan melebihi daya tampung 
tempat pembuangan akhir (TPA). Lahan TPA semakin sempit, faktor jarak 
mengakibatkan mengangkut sampah kurang efektif, teknologi pengolahan sampah 
tidak optimal, terbatasnya tempat penampungan sampah sementara (TPS), kurangnya 
sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan sampah, minimnya 
edukasi dan manajemen diri mengenai pengeolahan sampah, dan manajemen sampah 
tidak efektif (Basyrianta, 2011).  
Sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi. Sampah 
menjadi tempat pembiakan lalat dan disenangi tikus sehingga mendorong penularan 
infeksi. Sampah menurunkan kualitas lingkungan, estetika terganggu karena bau dan 
berserakan. Pembuangan sampah ke badan air mengakibatkan banjir dan 
meningkatkan biaya pengelolaan air. Sampah berdampak pada perkembangan 
pariwisata. Persoalan sampah dapat menghambat perkembangan otonomi daerah dan 
mengurangi arus investor (TPRR, 2008). 
Sampah saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Telah dilakukan 
berbagai upaya untuk mengurangi sampah, salah satunya adalah melalui kampanye 
sosial kepada masyarakat. Pada era pandemi ini, Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Tim Koordinasi Nasional Penanganan 
Sampah Laut mengadakan webinar berjudul “Pemanfaatan Media Sosial sebagai 
Sarana Zero Waste dan Zero Cost Campaign Pada Isu Penanganan Sampah Laut dan 
Lingkungan” (Marves, 2021). 
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Berdasarkan data KLHK, jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2019 
mencapai 68 juta ton, dan 9.52 juta ton diantaranya adalah sampah plastik. Jumlah ini 
menjadi pemicu bagi Indonesia untuk terus memperbaiki lingkungan dan utamanya 
membebaskan dari sampah. Lautan diperkirakan mengandung 1 ton plastik pada 
setiap 3 ton ikan di tahun 2025, dan pada tahun 2050 akan lebih banyak plastik 
daripada ikan di lautan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mencanangkan target 
untuk mengurangi sampah laut sampai 70% pada tahun 2025. Hal ini diatur kedalam 
Peraturan Presiden No.83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Peraturan ini 
berisikan strategi, program, dan kegiatan pengurangan sampah laut, khususnya 
sampah plastik yang sinergis, terukur, dan terarah telah ditetapkan dalam Rencana 
Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) (Marves, 2021). 
Masyarakat pada saat ini masih banyak yang abai terhadap sampah. Masih 
banyak yang membuang sampah sembarangan, disungai, di kebun, atau bahkan 
dijalan. Indonesia diperkirakan menghasilakn 64 juta ton sampah setiap tahunnya. 
Merujuk data Sustainable Waste Indonesia tahun 2017, dari angka tersebut baru 7 
persen yang didaur ulang, 69 persen di antaranya menumpuk di tempat pembuangan 
akhir (TPA). Serta 24 persen sisanya dibuang sembarangan dan mencemari 
lingkungan sehingga dikategorikan sebagai illegal dumping (UII, 2020). Masyarakat 
harus sadar bahwa sampah merupakan masalah yang tidak ringan. Sampah yang 
berserakan akan mengganggu lingkungan dan kesehatan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 20 terkait dengan 
upaya meminimalisir (pembatasan) timbulan sampah adalah:  
1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a 
meliputi kegiatan:  
a. Pembatasan timbulan sampah 
b. Pendauran ulang sampah dan atau  
c. Pemanfaatan kembali sampah 
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:  
a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka 
waktu tertentu 
b.  Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan 
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c.  Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan 
d.  Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang 
e.  Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang 
3. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi 
yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat 
didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam. 
4. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, 
didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
 
Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan 
pembangunan karena pembangunan di tingkat desa berhubungan langsung dengan 
masyarakat. Dalam mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah 
memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara 
mandiri. Salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa, 
yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi 
salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes berperan sebagai instrumen penguatan 
otonomi desa, maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa. Sebagai 
instrumen kesejahteraan masyarakat, yakni dengan melibatkan masyarakat, 
diharapkan BUMDes akan mendorong kemajuan ekonomi dan mengurangi tingkat 
pengangguran di desa. BUMDes merupakan badan usaha yang sesuai dengan mandat 
undang-undang karena kepemilikannya berasal dari seluruh masyarakat desa yang 
bersangkutan. Setiap keputusan BUMDes harus sesuai dengan mekanisme 
persetujuan musyawarah desa (musdes). Variasi BUMDes terutama berbasis dari 
kekuatan desa itu sendiri, semisalnya pertanian, kerajinan, industri mikro (garmen), 
pariwisata, dan lain sebagainya Himawan (2020). Keberadaan BUMDes dapat 
menjadi wadah masyarakat desa dalam meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan 
dan perekonomian desa. Penelitian ini mengkaji BUMDes di Desa Jeron, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali yang berfokus pada bidang pengelolaan sampah. 
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Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut BUMDes adalah suatu lembaga 
atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh 
pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal 
seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada 
akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan agar mendapat keuntungan untuk 
memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memakmurkan masyarakat desa, 
memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak di bidang pengelolaan aset-aset 
dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. 
Pengaturan BUMDes diatur didalam pasal Pasal 213 ayat (1) Undang-undang No.32 
Tahun 2004, bahwasanya desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Selain itu juga diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya 
terdapat peraturan mengenai BUMDes, yaitu pada Pasal 78–81, bagian kelima 
tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes 
adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, untuk memajukan 
perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha 
BUMDes sendiri yaitu berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya 
adalah keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan, partisipasi dan berkeadilan Dewi (2014). 
Program yang dapat dilakukan dalam penanganan sampah rumah tangga salah 
satunya melalui bank sampah. Bank sampah akan membuat masyarakat memiliki 
semangat untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang dimiliki. Menurut 
Wulandari, 2017 dalam Prasetyo (2019): 
Waste bank is an alternative waste management in an effort to reduce waste 
problems and improve the local economy. Through waste bank, waste 
management involves the role of community to participate in creating a better 




Kader     lingkungan     ialah     sosok     yang     mampu menginspirasi 
masyarakat sekitar untuk memiliki nilai dan norma  yang  telah  menjadi  konsensus  
bersama.  Nilai  dan norma  dalam  masyarakat  yang  ditonjolkan dan  kemudian 
menjadi  karakter  bersama  ialah  kepedulian  lingkungan. Kader lingkungan tidak 
hanya melakukan edukasi kepada masyarakat   tetapi   juga   melakukan   motivasi,   
memberi solusi,  sosialisasi  hingga  menjalankan  fungsi  evaluasi. Berawal   dari   
kerja   kader   lingkungan,   maka   secara langsung  di  setiap  keluarga  
dikembangkan  internalisasi karakter peduli lingkungan pada anak-anak melalui peran 
orangtua (Prasetyo, 2013). Kesadaran dalam pengelolaan sampah dan peduli 
lingkungan harus di awali di lingkungan rumah dan berlanjut di masyarakat. 
Tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan 
pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat 
dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping 
itu pendirian BUMDes sendiri mempunyai sasaran yaitu terlayaninya masyarakat 
desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam 
media usaha dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. BUMDes mempunyai 4 ( empat) tujuan utama yaitu:  
1. Meningkatkan perekonomian desa. 
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.  
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. 
4. Meningkatkan pembangunan desa, pemberdayan Masyarakat Desa, pemberian 
bantuan untuk Masyarakat Miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana 
bergulir yang ditetapkan melalui APBD.  
Untuk mencapai tujuan BUMDes, dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan 
produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa 
yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi 
yang beroperasi dikawasan pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan 
lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja 
7 
 
BUMDes dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan 
kesejahteraan warga desa Kurniawan (2016). 
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah bagian penting dan harus ada dalam penulisan karya 
ilmiah. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 
dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas akan dapat 
dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimana kebijakan BUMDes terhadap pengelolaan sampah di Desa Jeron, 
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali? 
2. Bagaimana peran masyarakat dalam Meningkatkan Kegiatan Pengelolaan Sampah 
pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, 
Kabupaten Boyolali? 
3. Bagaimana kendala dalam kegiatan pengelolaan sampah pada Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) di Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali? 
4. Bagaimana solusi dalam kegiatan pengelolaan sampah pada Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) di Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mendeskripsikan kebijakan BUMDes terhadap pengelolaan sampah di Desa Jeron, 
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. 
2. Mendeskripsikan peran masyarakat dalam Meningkatkan Kegiatan Pengelolaan 
Sampah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jeron, Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali. 
3. Mendiskripsikan kendala  kegiatan pengelolaan sampah pada Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) di Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. 
4. Mendiskripsikan solusi kegiatan pengelolaan sampah pada Badan Usaha Milik 




D. Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan hasil penelitian tentang peran masyarakat dalam meningkatkan 
kegiatan pengelolaan sampah di harapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai 
pihak terkait: 
1. Manfaat teoritis  
a. Menambah wawasan dan pengembangan penelitian sebelumnya yang sudah 
ada. 
b. Mendapat teori baru tentang upaya mengembangkan peran masyarakat, 
sehingga masyarakat akan lebih peduli terhadap program-program pengelolaan 
desa untuk mencapai hasil yang maksimal.  
c. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan berikutnya yang 
sejenis.  
2. Manfaat praktis 
a.  Manfaat bagi masyarakat: 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat peran masyarakat 
mulai dari proses perencanaan pengelolaan sampah, proses pelaksanaan, dan 
proses evaluasi pengelolaan sampah desa.  
2) Meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk ikut serta dalam 
kegiatan pengelolaan sampah desa. 
3) Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam kegiatan pengelolaan 
sampah desa.  
b. Manfaat bagi pemerintah desa:  
1) Mempermudah dalam memimpin atau mengatur masyarakat dalam kegiatan 
pengelolaan sampah desa. 
2) Mengetahui solusi efektif untuk mengatasi kendala-kendala partisipasi 
masyarakat. 
c. Manfaat bagi desa:  
1) Meningkatkan kemajuan desa. 
2) Menjamin terwujudnya desa yang sejahtera.  
